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A B S T R A K 
Mu'amalah dalam konteks fiqih merujuk pada segala bentuk interaksi 
sosial, ekonomi, dan transaksi antara individu atau kelompok dalam 
masyarakat. Kata "mu'amalah" berasal dari bahasa Arab yang berarti 
"perbuatan" atau "hubungan". Dalam pengertian fiqih, mu'amalah 
mencakup segala aspek kehidupan duniawi yang melibatkan pertukaran 
barang, jasa, uang, serta hubungan hukum dan sosial yang tidak bersifat 
ibadah murni (seperti shalat dan puasa). Mu'amalah menjadi bagian 
penting dalam ajaran Islam karena mengatur interaksi antara umat 

manusia yang memiliki kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam fiqih, mu'amalah berperan 
sangat besar dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan seimbang. Penetapan hukum-hukum 
mu'amalah didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi dalam 
implementasinya, terdapat perbedaan pandangan antara empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, 
Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam metode 
ijtihad. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penulis menganalisa 
tiap-tiap pandangan para ulama dan mazhab terhadap pengertian dan kedudukan Fiqih Mu’amalah. 

A B S T R A C T 
Mu'amalah in the context of fiqh refers to all forms of social, economic and transactional interactions 
between individuals or groups in society. The word “mu'amalah” comes from the Arabic word meaning 
“action” or “relationship”. In the fiqh sense, mu'amalah encompasses all aspects of worldly life involving 
the exchange of goods, services, money, and legal and social relationships that are not pure acts of 
worship (such as prayer and fasting). Mu'amalah is an important part of Islamic teachings because it 
regulates interactions between human beings with practical importance in everyday life. In fiqh, 
mu'amalah plays a very large role in creating a fair and balanced life order. The determination of the laws 
of mu'amalah is based on the general principles contained in the Qur'an and Hadith, but in its 
implementation, there are differences in views between the four main schools of thought in Islam, namely 
Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali. These differences arise due to differences in ijtihad methods. Using a 
qualitative research method with a literature study approach, the author analyzing each of the views of 
the scholars and madhhabs on the meaning and position of Fiqh Mu'amalah. 
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Dalam pengertian fiqih, mu'amalah mencakup segala aspek kehidupan duniawi yang 
melibatkan pertukaran barang, jasa, uang, serta hubungan hukum dan sosial yang tidak 
bersifat ibadah murni (seperti shalat dan puasa). Mu'amalah menjadi bagian penting 
dalam ajaran Islam karena mengatur interaksi antara umat manusia yang memiliki 
kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari.(Al-Zuhaili, 2006) 

Di dalam fiqih, mu'amalah berperan sangat besar dalam menciptakan tatanan 
kehidupan yang adil dan seimbang. Penetapan hukum-hukum mu'amalah didasarkan 
pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi dalam 
implementasinya, terdapat perbedaan pandangan antara empat mazhab utama dalam 
Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena 
adanya perbedaan dalam metode ijtihad. (Munawar et al., 2024) 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengertian fiqih 
mu’amalah dan perspektif masing-masing mazhab terhadap pengertian dan 
kedudukannya. Adapun tujuan dari artikel yang dibuat penulis adalah untuk membedah 
dan menganalisa konsep fiqih mu’amalah dan perspektif tiap-tiap mazhab tentangnya.  

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi pustaka. Penulis mengumpulkan serta setiap informasi yang didapat 
dari setiap sumber-sumber tertulis terkait dengan fiqih mu’amalah dari setiap buku, 
kitab, serta artikel jurnal yang dapat diakses secara penuh oleh penulis kemudian 
memilah dan memilih setiap sumber tertulis yang linier dengan rumusan masalah dan 
tujuan penulis.(Berutu, 2019)   

Pembahasan 

Pengertian Fiqih Mu’amalah 

Fiqih Mu’amalah berasal dari dua kata yaitu fiqih (فقه) dan mu’amalah (معاملة). 
Lafadz (فقه) secara etimologi sendiri memiliki arti mengerti atau pemahaman (Koko 
Khaerudin & Siregar, 2019),  Lafadz (معاملة) secara etimologi memiliki arti tindakan atau 
perbuatan. Secara terminologi ada banyak definisi dari kalangan ulama. 

Menurut Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai berikut, 

  عليها وما مالها النفس معرفة 

yang berarti “Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia” (Al-Zuhaili, 2006). 

Menurut Imam As-Syafi’i 

Imam As-Syafi’i mendefinisikan batas fiqih sebagai berikut, 

  التَّفْصِيْلِيَّةِ  أدَِلَّتهَِا مِنْ  الْمُكْتسَِبِ  الشَّرْعِيَّةِ  بِالأحَْكَامِ  الَْعِمُ  

yang berarti “suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari’ah amaliyah yang 
diperoleh dari dalil-dalil terperinci (Al-Zuhaili, 2006). 
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Menurut Abdul Wahab Khallaf 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan tentang hukum-
hukum syarar’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan diambil dari dalil-dalil 
yang teperinci (Abdul Wahab Khallaf, 1978). 

Menurut Al-Amidi 

Al-Amidi, seorang ulama Syafi’iyah, mendefinisikan fiqih sebagai ilmu tentang 
hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci (Sirry, 1995). 

Menurut Al-Jurjani 

Al-Jurjani mendefinisikan batas fiqih sebagai berikut,   

أْيِ  مُسْتنَْبَطٌ  عِلْمٌ  وَهوَُ  ،التَّفْصِيلِيَّةِ  أدَِلَّتِهَا مِنْ  العمََلِيَّةِ  الشَّرْعِيَّةِ  باِلأْحَْكَامِ  العِلْمُ   فِيهِ  وَيهُْتمَُّ  ،وَالاِجْتهَِادِ  بِالرَّ
لِ  بِالنَّظَرِ   وَالتَّأمَُّ

Yang berarti “Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah 
(praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui 
analisis dan perenungan” (Al-Jurjani, 1998). 

Dari beberapa pengertian baik secara etimologi dan terminologi dapat kita 
simpulkan bahwa Fiqih Mu’amalah adalah pemahaman hukum yang berkaitan dengan 
tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal berinteraksi dengan sesama, 
penggunaan, dan pengelolaan harta yang diambil dari dalil-dalil terperinci dari nash Al-
Qur’an dan Hadist.(Miski & Hamdan, 2019) 

Pandangan Keempat Mazhab terhadap Kedudukan Fiqih Mu’amalah 

 Setiap mazhab Islam memiliki pandangan tersendiri terkait kedudukan Fiqih 
Mu’amalah dalam Islam. Adapun rincian pandangan keempat mazhab terhadap 
kedudukan Fiqih Mu’amalah. 

Pandangan Mazhab Hanafi 

Para ulama dari mazhab Hanafi membagi topik-topik fiqih ke dalam tiga bagian 
pokok yaitu Ibadat, Muamalat, dan Uqubat. Pengertian muamalat menurut mazhab ini 
mencakup juga masalah nikah sebagai bagian utama setelah ibadat dan transaksi-
transaksi lainnya (Juandi, 2020). 

Pandangan Mazhab Maliki 

Para ulama dari mazhab Maliki membagi pokok bahasan fiqih menjadi empat 
bagian pokok yaitu Ibadah sebagai seperempat bagian pertama fiqih, Nikah dan 
problematikanya sebagai bagian seperempat kedua, Muamalah sebagai dan 
problematikanya sebagai bagian seperempat ketiga, yang terakhir Peradilan dan 
persoalannya yang terkait sebagai seperempat bagian keempat (Juandi, 2020). 

Pandangan Mazhab Syafi’i 

Para ulama dari mazhab Syafi’i menggunakan cara khusus dalam Menyusun topik-
topik fiqih dengan mengedepankan makna dan pemikiran-pemikiran agar lebih mudah 
dimengerti dan diingat, cepat dirujuk dan dijangkau. Untuk kedudukan Fiqih Mu’amalah 
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sendiri, berada di tingkat kedua setelah ibadah. dengan kajian utama yaitu al-Bai’u atau 
jual beli (Juandi, 2020). 

Pandangan Mazhab Hambali 

Para ulama dari mazhab Hambali membagi fiqih menjadi lima bagian pokok 
dengan urutan dimulai dari Ibadah, Muamalah, Munakahah, Jinayah, dan yang terakhir 
Qadha dan Khusumat.{Citation} Dalam Muamalah mazhab Hambali mendahulukan bab-
bab Mu’amalah atas bab-bab nikah karena memandang mu’amalah sebagai sesuatu 
yang pending setelah Ibadah (Juandi, 2020). 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan didapatkan oleh penulis adalah setiap ulama dan mazhab memiliki 
pandangan tersendiri mengenai Fiqih Mu’amalah, terdapat beberapa perbedaan dan 
persamaan pada setiap pendapat mereka. Adapun perspektif keempat mazhab 
terhadap kedudukan Fiqih Mu’amalah, mazhab Maliki memiliki perbedaan yang 
signifikan dengan meletakkan fiqih Mu’amalah di tingkat ketiga setelah Nikah. 
Sementara itu mazhab-mazhab lain perbedaannya tidak terlalu signifikan karena 
mayoritas mazhab meletakkan Mu’amalah pada tingkatan kedua setelah Ibadah. 
Perbedaan yang signifikan hanya ada pada aspek-aspek seperti ruang lingkup, tingkatan 
lain selain Mu’amalah, ataupun metode pengambilan hukum Fiqih, Mu’amalah. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah perbedaan kedudukan pada Fiqih 
Mu’amalah perlu dikaji lagi terutama pada mazhab-mazhab seperti Maliki yang memiliki 
perbedaan signifikan dalam peletakkan kedudukan Mu’amalah dalam Fiqih. 
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